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ABSTRAK 
 

Rahmadian, Muhammad Rif‟han. 2023. Implementasi Kebijakan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu Bidang Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala. Tesis, Program 

Studi Magister Admnistrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 

Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing : (I) Prof. Dr. H. Asmu‟i 

M.Si, (Ii) Dr. Muhammad Riduansyah Syafari, M.Pa. 

 

Undang-undang tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Presiden Nomor 

97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaranaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, telah 

mengamanatkan Pemerintah Pusat dan Daerah agar Mengimplementasikan 

kebijakan. Penelitian ini untuk menganalisis Implementasi Kebijakan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Barito Kuala. Selanjutnya merumuskan model 

implementasi kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang idial, 

penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif berdasarkan latar belakang dan 

identifikasi masalah. Tujuan penelitian ini mendiskripsikan, menganalisis: 1) 

Implementasi Kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Dinas Penanaman 

Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Barito Kuala; 2) Aspek 

pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu di Kabupaten Barito Kuala. Penelitian ini mengunakan pendekatan 

kualitatif dengan studi kasus ini fenomena dimana obyek penelitian DPMPTSP di 

Kabupaten Barito Kuala. Teknik pengolahan data yang digunakan adalah 

wawancara dengan informan sesuai dengan rumusan masalah, analisis dokumen 

dan observasi lapangan sesuai dengan tujuan penelitian, teknik analisis data 

diproses dalam pengumpulan data adalah dengan mereduksi data. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Barito Kuala telah 

mengimplementasikan kebijakan PTSP namun dalam implementasinya 

pelimpahan wewenang izin terjadi GAP antara DPMPTSP dengan SKPD teknis, 

dari 158 izin baru 54 izin yang dilimpahkan ke PTSP. Aspek pendukung dan 

Penghambat dalam implementasi kebijakan: 1) kecenderunga sikap pemerintah 

daerah dan implementor, 2) komunikasi koordinasi PTSP dengan SKPD teknis 

terjadi egosektoral 3) sumber daya kurang memadai yang memahami teknik 

informasi (TI) terbatas, 4) struktur birokrasi, Standar Operasional Prosedur (SOP) 

dan Standar Pelayanan (SP) agar sesuai dengan janji layanan. Model implementasi 

kebijakan yang disarankan adalah, 1) memperbaiki transmisi kebijakan 

pelimpahan wewenang agar jelas, 2) memperbaiki kompetensi SDM  dengan 

pendidikan dan pelatihan, 3) frahmentasi dukungan sikap pemerintah daerah 

tentang komitmen pimpinan, 4) meningkatkan dukungan pemerintah berkomitmen 

dalam pelimpahan wewenang. Dari Hasil pembahasan bahwa Implementor 

DPMPTSP dengan SKPD tenis terkait dengan pelayanan perizinan Secara 

Prosedural koordinasi antar SKPD mengalami kendala dimana terjadi GAP, 

karena masing-masing SKPD mempunyai penerapan aturan sendiri yang  

penafsirannya berbeda beda tidak sinkron. 

Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
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ABSTRACT 
 

Rahmadian, Muhammad Rif'han. 2023. Implementation of the One-Stop 

Integrated Service Policy for Licensing at the Barito Kuala Regency 

Investment and One-Stop Integrated Service Office. Thesis, Master of 

Public Administration Program, Faculty of Social and Political Sciences, 

Lambung Mangkurat University. Supervisor: (I) Prof. Dr. H. Asmu'i M.Si, 

(II) Dr. Muhammad Riduansyah Syafari, M.Pa. 

 

The Law on Public Services and Presidential Regulation Number 97 of 

2014 concerning the Implementation of One-Stop Integrated Services, have 

mandated the Central and Regional Governments to Implement the policy. This 

research is to analyze the One-Stop Integrated Service Policy Implementation in 

Barito Kuala Regency. Furthermore, formulating an ideal One-Stop Integrated 

Service (PTSP) policy implementation model, this research uses qualitative 

research based on the background and problem identification. The purpose of this 

research is to describe, analyze: 1) Implementation of the One-Stop Integrated 

Service Policy at the Barito Kuala Regency Investment and One-Stop Integrated 

Service Office; 2) Supporting and inhibiting aspects in the implementation of the 

One-Stop Integrated Service policy in Barito Kuala Regency. This research uses a 

qualitative approach with this case study phenomenon where the object of 

research is DPMPTSP in Barito Kuala Regency. The data processing technique 

used is interviews with informants in accordance with the formulation of the 

problem, document analysis and field observation in accordance with the 

research objectives, the data analysis technique processed in data collection is to 

reduce the data. The results showed that the Barito Kuala Regency Government 

had implemented the PTSP policy, but in its implementation, the delegation of 

permit authority occurred GAP between DPMPTSP and technical SKPD, out of 

158 permits, only 54 permits were delegated to PTSP. Supporting and inhibiting 

aspects in policy implementation: 1) the tendency of local government and 

implementor attitudes, 2) PTSP coordination communication with technical SKPD 

occurs egosectoral 3) inadequate resources that understand limited information 

techniques (IT), 4) bureaucratic structure, Standard Operating Procedures (SOP) 

and Service Standards (SP) to match service promises. The suggested policy 

implementation models are, 1) improving the transmission of delegation of 

authority policies to be clear, 2) improving HR competencies with education and 

training, 3) frahmentation of support for local government attitudes regarding 

leadership commitment, 4) increasing government support committed to 

delegation of authority. From the results of the discussion that the DPMPTSP 

Implementor with the tennis SKPD related to licensing services Procedurally 

coordination between SKPDs experiences obstacles where there is a GAP, 

because each SKPD has its own application of rules whose interpretations are 

different and not synchronized. 

Keywords: Policy Implementation, One Stop Integrated Service   
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